PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 12 1AHUN 2000
TENTANG
HKETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
RARTU TANDA PENDUDUK DAN ARNTE CATATAN SIPIL

DENGAN RAEMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

Memmbuny . bubves denwan telah ditetaphannya Undang-undang Nomor 13
Lahun (997 ientany, Pojah Duerah dan Retnibust aerah, maka
erimtuian Daviah Kotamadva  Dacrab Tinekat 11 Magclang
Jomor 4 Tahun 1993 tentang  Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk dan Perebahan Dalam Roneka ['elaksanaan
Pendallaran Pendudul. perlu disesuaikan |

b bahwa untubk melaksanaxan penvesuitan malen ersebutl diaias
dipandeng  perle untuh menyusun dan menciaphan hembalb
Peraturan | aerah Kota Magelang tentang Retnbusi Penggantian
iy Celnk Marta Tandy Pendudub dan Abte Cotatan Signl

Mengiugat © 1. Staaispiad lahuin 134 Nomor 25 tentang Peacatatan Sipil
Cofopean Eropa . 2N

-

Stgatsblad Taipun 12107 Nomor 130 30 Swatsblad Tahun 1919
Nomor ol tentang Pencalaiag ;-,','||,.‘|I {-;“IUII'_L_.::JI] longhoa

3 Siaatsblad Tahun 1920 Nomoer 750 jo Statsblad Tahun 1927
Momaor 561 tentang Pencatdnn Siml Bavt Oring Indonesia |

4. Staotsblad Tahun 1933 Nomor 73 0 Stastshlad laliun 1936
Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil Bagr Golongan Indonesia
awn. Madura dan Mimahasa ;

Lindang-undang Nomor 17 Tahun 950 tentang Pembentukan

- .

Dacrah-dacrah kota keal dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur. Yawa Tengah dan Jawa Barat -

L

6. Undang-undang .
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6 I-il'l'i-hll‘li-ﬁ-m‘u:fnm;_ Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan
Urime Asing (Lembaran Negara R'-'l"“h“k Indoncsia Tahun
1953 Nomor O, 'l'mnhnhmf l.embaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 403 ) -

.

Und;um-uu.dﬂnn Nomor 4 Tahun 1955 tcntnng_l‘ficmndudukun ;
Orang Asing (I embaran Negara Tahun 1955 Nomor 33.
Lambahan Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 8120

8. Undang-undang  Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan
¢ Lembaran Negarn Repubbh Indonesia Tahun 1971

Nomor 1. lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3019 )

O Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara
idana (1 embaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
<mbaran Negara 3209) -

10, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dﬂcrqh
dan Retribusi Daerah (1.embaran Negara Republik Indonesia
Fahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 36835 .

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemermtahan
Daerah (Lembaran Negara Republhik  Indonesia Tahun 1999
Nomor 60 Tambahan Tembaran Negara Repubbk Indonesia
Nomor i839) -

12, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penmbangan
Meuangan antara Pemenntah Pusat dan Daerah  (L.embaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848) .

|3 Peraturan  Pemerintah - Nomor 9 Tahun 1975 tentang
elaksanaan Undane-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
rerbawman (L embaran Negara  Repubhik  Indonesia  Tahun
075 Nomor 12, Tumbahan  Tembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 3030) ¢

1.4 Peraturan Pemenntah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Nacrah (1 embaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
| embaran Negara Nomor 3692) -

15. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran
Penduduk .

16 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penvusunan  Peraturan  Perundang-undangan Dan  Bentuk
Rancangan Peraturan Pemcenntah Dan Rancangan Keputusan
Presiden .

17, Peraturan Mentent Dalam Negen Nomor 1A Tahun 1995
lentang Penvelenuparaan Pelaksanaan Pendallaran Penduduk
Dalam Kerangka Sistem Intormasi Manajemen Kependudukan

I8 Keputusan .
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"\l‘I’-‘llllHun Menter; Mlom Meoernr Nomor 117 Tohun 1992 1
fentang Biava Plavanan Catatan Sipil

g
a ALAR SR EFT. T \

. . ' i
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lmpkat too g Y bat 1
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ePUILSGL nvenien [dlam oot donror S Pahun J{).-T
tentene S Mosede: AJonaistozsi Pegak Daeeah Retnbuss

i R 1 i
nerah dan endapatan | on-law .
= o = r‘ '_I . -
N ¢l AN L M b M qrey P O v Vanun ;w’

tentang Pedoman Pens clenegiaan Fondettnu Pendudud

Puragan ersetugjuan

DEWAN FERWARG aN fesad A BAER ST RGLY VAGLL NG

MEMUDITUSKAN

Menctapiam . PIHAVTURAY S DAFRAH KOt \*!“firl'l ‘\i"ﬁ; u:,\l\r"ﬂ-
RrRIBE 81 PENGGAYTIAN  2iav Y (AR KARTU
FANDA PR DUV DAN AR TE CATATAN SIPLL

bAB |
WETENTIIAN UALU A
Pasa!l 1

Ip’illrll}i ZIIJ'-I ARYITIEL! | i uil Hid ¥ lllll. .‘I.]'I.I.. 1Ii.‘ kil'll.!qn a

Craera’y pdnlan Bt Magclin

ey ok Daerali udadah Pemerintab Kota Mageiang ¢
Weldkeots adal tle Wabkote Mogelang |

Dere elengearaan  Peodaltatun Penduduh  yvang  merupukan
Duon dJadian heknau Sivtenr informasy Mangemen
b{l-rlmuhuiuir;un adintitgg soSClnrubiigy n:.|-:.::i Lugmmn
peadnlioran o peipol han dan neavapan informas data
cendndul termnsuks penerbitan Nomaor Induk Kependudukan.

Kartu Kotoargs, Ratu tanda  Penduduk dan  surat-surat
~ 1-, :
beterangan hependudithan ¢

¢. Sistem ...
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Sistem Intormasi Manaiemen kependudukan vang selanjutnya
dismekar SIMDUIK merupakan hagian dap sistem informasi
manaiemen Departemen Dalam t‘*«ii,_‘f_i.'_f._:l‘i adalah rangkaian unsur-
unsur dan kegiatan pengumpulan.  pengolahan dan penvajian
lommas hependudukan ierpadu vang  diperlukan  dalam

menduhung pelabsanaan lunest  utama Deparlemen Dalam

o N E e ; b
Nezen dan | ctiwcimituh Dacrah

e " Vg vy s L]
Pendatiaran Pendudal adalah kegiatan pendattaran dan atau
peocatitan dats pendudob akibal  tergadinga keluhiran,

perpindahan Ledatangan, l‘ﬂ:ﬂlhﬂhﬂﬂ status
I'*"~'I""*||'I.!Hih.‘.:'.,J-H:I.q“_

L-;u;:nmn_

iq_'lL';n;u;;]L |1L'rl.:¢riliilll‘ status ki..‘flﬂﬂ'
' . .

duduban dan mutasi biodata |

Penduduk adalah setap orang. baik Warga Negara Repubhk
Indonesia maupun Warga Negara Asing vang bertempat
tneeal  fetap & dalam wilavah RKota Magelang dan telah

memenuht kKetentuan peraturan perundang-undangan  vang
berlaku ;

ho Pendudubh Sementara adalah sehap orang asimg: yvang b-cr:u_i:l
dalam wilavabh Kota Magelang vang menuhiki visa atau ijin
tingeal Jdi Indonesia ¢

v Data Kependudukan adalah kumpulan clenien data penduduk

vane  terstruktur vang  diperoleh  dan hasil pendafiaran
penduduk .

i Mutast  Uiodata  adaiah perubahan data akibat gantt nama,
perbawinan. perccraai. pengangkatan anak. pindah agama.
oanti  pehenuan,  tnghat pendudikan, msah Kartu  Keluarga
:i:m perubaban alanal lempal tunugal |

L Pendudub  musiman adalah scoap warpa negara Repubhk
Indonesia vang datane dane Juar widavah kota Magelang
denan ek sud untuk bekenu atan menempuh pendihikan dan
x*un‘r hersanekutan tidak bermaksud memadi penduduk Kota

Magclang .

| Penglajo adalah setiap orang baitk penduduk warga negara
Indonesia manpun Wargia negara asing vang berasal dan luar
wilavah Kota Magelang vang secara rutin datang diwilavah
Kota Magclang  Jengan tjuan  bekena atau  menempuh
[,n:udidikun. tdak menemap atau datang dan pulang setiap han

m. Warge Negata [ndonesia Mang F;Chli'ljlllll}':]. d[ﬁmgkat WNI
adaludy pendudud Indonesiay vang berdomisih i Wilavah Kota
Magelang -

n. Warga Negam Asing vang selamputnva disingkat WNA adalah
pendudiik vang bukan  Warga Negara Indonesia vang
herdonusili di wilavah Kota Magelang dan telah memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku -

0. Nomor ... ..
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.hrmm Induk Nependudakan vang selanjutnva disingkat NIK
adalah nomoy vang  dikcluarkan olch Pemerintah Dacrah

untuk seseorang vang telah didanar seoagai penduduk ;

P N_n_mnr mduk  Kependudukan Sementara vang  selanjutnya
LII.‘HIH‘EI'.;H N”‘...’q ;]d;}i;1i| nomor  vang dikﬂlll:llkﬂl’l U!Ch
cieniitall Daerah untuk seseorang  vang telahh  dwdaltar
sehugai penduduk scimentara

ih

q. Keluarea  adalal schelompok orang yang mendiani schagian
atan sceluuh bangunan yvang Imgg:rl bersama dan makan dan
satu dapur vang udak  terbatas pada orang-orang  Vang
mempuinar - hobungan dnah saja, atau sescorang Yang
mendiuni sebagian atau  seluruh bangunan yang mMCNgurus
weper!inn hidnpn}.-“ sendin

r.  Kepala Keluarga adalah ;

L) Orang vang bertempat tinggal dengan orang lain baik
mempunvar hubungan  darah maupun  udak.  vang
bertanggung jawab dalam keluarga itu |

-} Orang vang bertempalt tinggal scorang din |

3) Kepala  hesaliian,  usrama, ruinah patu dan  lain-fain
dimana beberapa orang bertempat timggal bersama-sama.

s, Anggoln Keluarga adalah mereha yong tercantum dalam Kartu
Reluarca vang  secaia kemasvarskatan menjadt  tanggung
jawab Kepala Kcluaraa ;

t. Kartu keluarga vang selanjutnyva disingkat KK adalah Kartu
vang memuat data kepala keluarga dan semua anggota
f:eluarza -

u. Kartu Tanda Pendudulk vang selanjutnva disingkat K'TP adalah
Kartu schagar bukti din (lepitimasi) bagy setiap penduduk vang
telah memenuhy persyvaratan. dalam wilavah Kota Magelang

v Buku Induk Penduduk adalah buku vang memuat data awal
cemun nenduduk die mesime-masing Kelurahan

w. Huku Mutas Penduduk adalah buku vang memuat cacatan
nerithahan daty sebap penduduk dy masing-masimg Kelurnhan

. Surat Keterangan Pendallaran Penduduk  Sementara  vang
sclanjuinyva disingkat SKPPS adalah surat bukti dint vang wajib
dimiliki oleh penduduk scmentara maupun penduduk Warga
Negara Asing vang  belum  memiliki Surat  Keterangan
Kependudukan (SKK) dan Kantor Imigrasi |

y. Akta Pencatatan Penduduk adalah Akta otentik vang berisi
catatan lenghap seseorang  mengenai Kelahiran, perkawinan,
l‘lcl'l.:t:!{liﬂlh Lemahan, mngukum; {j{l_n }'lt'_‘:ngt:‘qﬂ_mn anak.
penganghatan anak  dan perubahan nama vang dierntk an dan
disimpan oleh Kantor Catatan Sipil sebagai dokumen Negara -

7. Kutipan
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Rutipan Altg adalah catatan pokok vang dikutip duri1uk_hf
pencatatan penduduk dan merupakan alat bukti sah hagi din
vang bersangk utan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran.
perkawinian. Peiccraian, kemulian, lwngukuun dan pcngc.‘iﬂhﬂﬂ
anak, penganghatan anak dan perubahan nama

BAB 1

NAMA OBVEKR DAN SUBYFK RETRIBUSI

Pasal 2

I}CII;UH nams Kelnbuas i'{_‘llggﬂlliluii Hm}.-u (Celak Kartu Tunda
Pendudub dan Akte Couman Sipil dipungut retribusi  atas

penvelengearman adnumistrasi pendaltaran dan pencatatan
nenduduk

["asal 3

(1) Obvek Rotnbaoss adalal setiap pelavanan vang disediaban ataw
dibertkan  Pemerintah Daerah  di bidang  administrasi
pendaltaran dan pencatatan pendudak.

(2 Subselh Retribuse adatah sehap orang  vang menerma
aclavanan  gasa penvelenggaraa admintsirast pendatiaran
sendudud dan pencatatan penduduk .

BAB 111
PENY B LENGOARAAS ADMINISTRASE PENDAFTARAN DAN
PENCATATAN PENDUDUK

ljll-ﬂi 4

Setisp pendudiik dan peaduduk sementara berhak  mendapatkan
pelavanan Jalma i*-q.:n‘.'t:h‘.'n}'-uuruﬁn admmistra s penaatiamn Jdag
iﬂilﬁﬁi-’.ﬂil" 1,ﬁttti’dl£“l‘;

Pasat 5§

(1) Senap pendidink dan  penduduk sementara warnb
rendaftarkan  dan mencatsthan - senap penstina kelabiran,
pork awinan,  percerai dan kemaitan  kepada Pemerintah

o n L
i .."..‘“...;uli

(23 H;‘.‘i‘uijlhlﬂl schagaimana lHlHiIL'..le u':.‘ﬂl (i) m_!_:jl iny Iugﬂ
brorlihone untuh sehap muins oty vang lejad,
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NOMOR INDUR KEZENBUDUKAN (NIK) -
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' IS - Tt SN, : .
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(2) Pelaporan  kemabian  schagaunana  dimiaksud avat

ty Jqeaym’ G

(1) pasal

aa Bnbu Induk venduduk dan uku Mutas

Venduduok Artertniben Sual Kﬂrrﬂnggﬂn Kematian sera Kartu

boeluacga e danh unteh diteristhan vang baru.
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Sawuan Keoyea |
Pendattaran 1? |
endaftaran Perpindahan |
Pasal 10

Seliap perpindalian Fenduduk, Penduduk  Sementaia  wajib

Jilattukan Repado Lurab selempal. |

Pasai 11

=

By Sevap perprndahan Pendudnk WAT dicatat dalam Buky Induk
i Dok Maotas) Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan

% '
¥ L] “ . I . " i - Ll
. lltL‘-l! -u...'L_ ""I"":“I"h-:ﬂi-.li.i:lunll-l‘ '-«.I‘.'h-l- a .:I-;I..;I-

TR ——

{--h] .','l_;.ll.'l !'f.p:ll ITH‘I.-“'tl_ !'{'”L’ln:!',’\ ‘-'I"*PIA'L {ilrlil l’ti}dUdllL Scnlu“ulfﬂ
‘l;-”ii- .'-t'i‘--..,.u E';_'rli-..ul
1 Poomdoban anter Kelgeehopn dolem setu Fecamatan Jdan
;‘+.‘1‘;‘;1] Tatian antar Necamatan di n-‘il:l}ﬂh bLoti MH_L'UIHHS
dinerbtkan S heiciangan Pindah vang ditandatangam
olen Camnt
b Dodnoohan Lefoar wibeoah Mota hagclang dalam Wilayah
Propinst Tawa Tenaah,  diterbithkan Surat Keterangan
Cnaan vane diandatangam oich Walikota,
Cocvinddalin belwar vlavah Promenst fawa Tengah atau
Leluar nevent anerbitban Surar Keteranzan Pindah vang
cpsne g ol Gy Jonwse | *_'1!&_'.:I|T.
(1) Set:ap nermndaban pendudels debet suln dengan pencabutan
Morie 2 elonroa untuh diesbetban Karo Kelunrgu bary
Pasal 12
Perpnndahan Vendudua don Penduduh Semaemtara dala
linei unean sate Nelurasan hanva merupakan perubahan alamat
Daain Kecmpat
Popdaffaran Kedatanooan
I'H,%'ﬂ | 3

(1) moedainnen Pendudul WNE vang dibibatkan  perpimdahan
wanh didaflarkan kepada Lurah setemper dalam jangka waktu
4 empu Pz i ke Hujni lung:g!ﬂi Lmlulnngun

(2) Kedataigan pendudiuk WNA atau Penduduk Scmentara vang
dinkibathan perpandahan amar Dacrah dalam Wilavah Negara
epubitk indoncsia waub didattarkan  kepada Walikota dalam
jangka waktu sciambai-lambataya 14 (empat belas) hari kerja
sejak anggal bedatangan,

iiiii
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(3) Kedat; Petiidisdii o e -
tangan Penduduk  sementara dan Negara lain - wanb

h !u:.h:'l"' w .., 21! h I
| Taain wopada WakLawe dalam angho waktu sclambal-
Aty ' g

abainya 14 veispal i das ) han m.ljii "":J'-‘L tanggal

hedatangan.

(<) ll‘pn,];tll:nun vang  meleiah:  jangka waktu  sebagaimana
-....nii.ilﬁlh.i ¥l L1} (2) ean « 3) o l'-HJI “” h,p_ﬂ dlldL "ndl'i.llxdll
wteloh ot persetuiunn Cumal o1 Penduduh WNI
can Ciaberny. awn lenLaly baa “i‘rhf-l--iln. WHA aqu

Fendedok = eunontgrn

Pasal 14

(V) Pondailanr. ;:LtilliulIL‘_HH Pendudul  WKNI diies btk an Sural

Buk Pendiivnn Pendudul: Barg A dnn (icaind dalam

ok :I]-,lh'.' | ‘.:.hn'uL

(2 Peadattaran »cdatangan Penduduk WNA  diteebitkon Surat
Keierangan tencattaran Pendudsk BDaru WNA den KK serta
dicatat dalzm uke Induk Ponduduk

(&) Pendaftaran Pepdedul Seaentarn Jiterbitkan SKPPS serta

‘.""'" B e i emat ) BaAl e s .,;l - W

dicatat dabiam Ssubow indub Pendudel Sementara.

Hagenn Kehima

’:".Tf:tpf-':;: I *\h:!.‘:il E’t:::ﬁ‘u;'.it-*.:: Stanis i‘;u\\':i.g;umgurm:”

Pasar 13

(11 Perubshan Stains Kewaeancgaraan . vang  telah mendapat

penctapan Jan instanse  cerwenang wapb diaporkan kepada

Woalie oo vk Jiteorhethan Suiad keicrangan Perubahan Status
hopendudenan

(2) PParabshan Status Kependudukan ane  telzh  citaporkan

cehagammana  vang  donetsud oayar (1) pasal o Japat
diterbithan KA.

nglmi Keenan
[Pasal 16

(1) Pernbahan Sfatns Kependudukan dan Penduduk  Sementara
!“cnluu' [',‘:'...*!:T{iflk. L’II*:I'*'HI'I '1EICIHh \ﬂ]]ﬂ }}cr-‘ﬂnﬂkumn
memp-rolel Hlalus Newarganegaraan dan  Instansi vang
DCTWC il

{I;, Peruhanat) Slaius h'-l“-"dlll'l?L.JII Whﬂgﬂllllﬂnn dimaksud avat

(1) pasal o wapb didatiarkan kepada Walikota  untuk
solch Sural eterangan Pendaftaran Penduduk Baru,

g
i“ﬂi'ﬂi‘r\:u eI I T

(3) Pendaftaran

lllll
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(3) l”l‘fﬂdﬂﬂ:lﬂln perubohan 5@}1u{;.;1in1unu l_ﬁmilkﬂlld avat (1) dan
Cod pasad i diterbitkan NIK dan KK

SJacian Ketujuh
Mutast Hiodata

Basal 17

setap teriadi Mutasi Riodaia wajib didaftarkan hepada Lurah,

Pasal X

Pendattaran Mutas Isiedata sebagmmang dimuaksud pusal 15
;}c]:{il“iiﬂ il‘ilt“ﬂh THIRYHSHH T i..i."l;"i!' .ﬂih!‘_u :ii{_E{lL iJU|Hill{illL dHI’I

LR y " " . ' i I 1 - PA =*1"1)
Suko Mo Penduduk untuk diterbrtkan bR don KT

IRYIIEAY
WARTH KELUAROC A (KRK)

| 1)

'S ]

- .!-.-..ll
(1) Sehap Kepala Kelusrgs wajib memiliki i,
2y Dalam KK dicatat data kepala Keluarps dan data semua

angguoia heluasgn,

lt. I Ry
'l -l 'l’ -l'

(1) KE ditendatapgam olch Camat dadlam rangeap 4 (empat) dan
diberihan masme-nrsise uiituk
. i'-:.r.pltiil CHITRTELN (Fembar penama)
b, Ketua Hukun letanzgs atug kU (Lembar kedua) ;

aepal Kelunrbi (L ambae Kehwpa )

£

d Camat CLembar kectpaig

(7 KK herlako antuk sciamanvia dan wagh diperbacn apahila

ltriﬂdl put ubahan yodain pmm ongeota ktiuarga atau susunan
beluarganya

BAB VII
EARTU PANDA PENDUDUR (KTT)
Pasal 21

(1) Setizp sendudub vang elab herusia 17 (lujub belas) tahun
atau telah jetoub Fawn waith memiliki KT

(2} Sctinp pennduduk hansvdisabolehkan memilika 1 (satn) KTP.

tl i }‘::}3 T‘f‘.l"llﬁ' tlli‘u';l l':l:tﬂ'fﬂng'a" HWNAH

.....
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P v b |
I l-i-'H-“ i il

(Y KTE berlaku 3 (tiga) tahun dan wapb diperpanjang dengan

dueyiniban KT byar

! L : ;
1_ Pl il ;-[ b had

B LN TN 1|Im"l- L' | wallind ' UTusia o ) i'll.“lll i‘ﬁ!“l‘.‘ ti]-hu"

heatas drherloan 800 vang beriad v seumer ledup

— -I-

selenlan - sebhavarnana diatur aval (2) pasal hanva

berleku aze W vany  berien ol fifs H"ll fetap dan ndak

e M.
(% 1 221 Mot

e Aliipun Ldak langsung dengan Il's-ﬂ"l"ﬂqll
terlarang

() BTV gl diperbarae apabida pemiliknya mengalami
perubahan hiodsty

Pasal 22
(1) €TP dtandatanesny oleh Cames gios puna ‘Valikota.

(2Y RAF ‘nhqtn J1od wa uleh VAt l}::i'ﬁﬂl'lgi.llﬂﬂl scliap
li.‘u:”hl!:l'i_;tliiulﬂ EITLIFL N i1 TI”'EI! I”“;””L

BADB V1Y

Pasal 24

(1) Dintad bepertnan Beb s Tdennt s maka penduduk yang genap
| herssia 1S (lane belas) tahon dapat memihiks NARILY.
(2) Setiap pendoduk cebayaimann terschut ayal (1) pasal i
hanya dapat meniis saly LARP,
;_th Beptyh dan wama CARLDY et i]"F nn n'!u r) 1H-’ir"’-‘liilk_ll_ﬁll:l
(4 RAREY dpandatnean: vich Lamat ams cana Wabkota.
(%) RARIP peplatiu sompar Vang !_rl_'.i'-..ltl':.fi-'lll.‘lll berusia 17 {lujllh

!‘f.':i.*i.‘.' ".."I!THIH

JABIN

SR VT KEYVERANGAN
PENDAFTARAN PF Nhl ‘!ﬂ NSEMENTARA (SKPPS)

Fasal

(1) Peaduduk demenara qmanupin Pendoduk WNA vang belum
menhilt Seral SEIeran Kependudukan  dard Kantor

¥ - I T BETE
j i [ |+- .
LIBRIL b ™) ot bl ! LR I |

(2y Setp  vendudul sebazannana tersebut ayat (1) pasal

i
hansa dapat i cathlkn 1oesatug SKPPS.

. Jf . mn? :
(3) SK! 1> datanln.ngint ch Walikoua,

(4) SKPPS .
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() SKPPS herlaku sesuni dengan Kartu ljin Masuk (KIM) dan
Kantor Inigrasi dan maksimal 2 (dua) tahun sciak dikcloarkan.

Baxi Penduduk WHNA scbagainiana terscbut ayat (1) pasal i,
Wapb - miemperpanjung SKPPS  apabila  telah  habis masa
berfak unva

(06) SKPPS vang hilang dapar diganti  vang baru sctclah  yang
bersanvhutan menverahkan  surat  kelerangan laporan

hehibangan dug fcepolisiun

(/) SKPPS vang htbang dapat digantt - yang baru selelah  vang
bersunuh utan menvernhbhan  surat  kelerangah laporan

Kellanean dar Repalisian,

(%) Bentub dan warna SKEPPS diletapkan oleh Wahkola.

BAB \
KARTU KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL (KKBT)

['fasal 20O

(1) Penduduk Musiman vang felah genap berusia 17 (tujuh belas)
tahun wapb menuhiki KKIBT.

(2) Setiap  Pendnduk Musiman  sebagaimana tersebut avat (1)
pasal it hanva dapat memihka 1 (satu) KKBT.

{3) Bentuk dan warna KKBT ditetapkan oleh Walikota.

(4) KKET vane dikeluarkan oleh Bagian  Tata  Pemenntahan
ditanda tangam oleh Kepala Kelurahan setempat.

(5) KT berlake untuik jangka waktu | (satu) ahun  sejak
Jdikeluarkan.

(64) Empat belas bar sebelum KKBT habis masa berlakunva vang
hersanchatan waphmengajukan permohonan untuk
memperoleh KRBT baru

BAB Xl
KRARTU IDENTITAS KERIJIA (KARIK)

Pasal 27

(1) Penglajo vang mempunial pekerjaan tetap di wilavah Kota
Macelzne waith memitikn KARIK,

| ) 3 .
(27 Seltap l:'-'“L-'-li‘J‘“' SCoaddiiiaiid iei sebut avat (1) p:.lhitl it hanva

Japat memihihy satu KARIK.
(3) Bentuk duan warmd NARIK ditetapkan oleh Walikota,
(4) KARIN ditanda langan) oleh Camat atas nama Walikota.

(3) KARIK
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(3) K_-"\Iv-'ll'; berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun  scjak
Jikcluarkan

B . | ! - 5 # . o " f
(O6) Lampar belas hari sebelum KARIK habis masa berlakunya Yang |
bersanpgk utan wapb mengajukan pennohonarn uniuk +'
. - I
memperoleh KARIK vang baru. ;
BABXII

ARTA PENCATATAN PENDUDUK
Pasal 28

(1) hL‘liiIF |H:l|-‘ithh:L Jan Iu:n._iudul. semeniara 1\'ujib rllt‘:mthkl
Akta Pencatatan Penduduk
(2) Akta Pencatatan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam
avat « D terdin dan
a. Abta Kelabaran
b. Akta Perbawmnan
¢. Akta Perceran :
d. Akta Memattan dan
¢ Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

BAB X1
ARTE KELAHIRAN
Pasal 29

(1) Setiap  kclalnran wanb dilaporkan oleh orang tuanya,
L eluarpany o atau hunsanyy selambat-lambatnya | |
0 ﬁ”--“:r;u]“ puluh) har kena sejak tanggal kelahiran bag
mercha vang tunduk pada Stbl. 1917 Nomor 130 (WNI)
tentang Reglemen Pencatatan Sipil, Stbl. 1920 Nomor 751
tentane Catatan Sipil bagi beberapa golongan penduduk
lmh-m;mu_ thl, 1933 Nomor 75 tentang Reglemen
Pencalalan Sl bagn  bangsa Indonesia Knisten Jawa,
Madura dan Minahasa dan Non Stbl.

b 10 (sepuluh) han kena sejak tanggal kelahiran bagi
- mercka vang tunduk  pada Sthl 1849 1917 Nomor 25

(entane Reglemen Pencatatan Sipil Eropa (WNA Golongan
Twonghoa) | | |
(2) Pencatatan kelahmran  scbagaimana dimaksud ayat (1)
diterbitkan Akta Kclahiran.

BAB X1V ...

Scanned by TapScanner



14

IAB \IV
AKRTA PERKAWINAN
Pasal 30

(1) Setiap peristiwa perkawinan vang telah diluugmlugkunr oleh
Pemuka Acama  selan Agama Islam dicatatkan pada Kantor
Catatan Sipil

(2) Pencutatan Perhawinan scbaganmana dimaksud ayat (1) pasal
i diterbitkan Akta Perkawman.

‘asal 3

(1) Penduduk  vang melaksanakan perkawinan di Luar Negen,
waph *mﬂl‘“l'k:ﬁ'l Lepada Kantor Catatan Sipi) .sctcmpiil
selambait-lambatnya | (satn) tahun kena scjak  vang
bersangkutan kembali ke [ndonesia.

(2) Pelaporan parkawiman sebagaimana dimaksud avat (1) pasal
i diterbitkan bukte pelaporan.

BAB \V
ARTA PERCERALAN
Pasal 32
(1) Setiap peristiva perceraian vang teluh mcndunul putusan
pPencadilan Negen dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.
2) Pencatarlan pereeriim :;u?mg:mnuu:t dimaksad aval (1) pasal i
diterbitkan Akta Perceraian.
BAB XVI
AKTA PENGANGRATAN (ADOPSI) ANARK

Pasal 33

(1) Setiap permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan

(2 Setiap pengangkulin unak vang }Eluh mendapatkan penctapan
Penoadilan Negen atan Notarns dicatatkan pada Kantor Catatan
Sipil. | _

(1) Pencatatan Pengangkatan Anak scbagaimana dimaksud avat

| (2 pasal ini Jiterbitkan Akta Penganekatan Anak (Adopsi).

BAB X Vil

iiiii
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BAB \XVII

\KTA PENGAKUAN ANAK

Pasal 34
(1) '*-h:.unp PeNSUL g ;'-cn-,_:;:akaum anak dicﬂlﬂlkﬂﬂ Pﬂdﬂ Kantor '

| 1 : = . : I
.. JEE:I».H : ’l!-lh '*1'1-;lhl| llltllhdiilli Lt"l]-llth_‘-._{lll ‘jnn Pcllg-[ldllﬂ ]

| | &
}'"".*:','1 P aihat ?‘E--i 1 1S

N T

O Tere tan we b gt chergeimana dimaksud ayal (1)

}‘i'?ﬂﬂ i Jterhathan Akta |'l.‘lh_:.=.l|~ uen Anak.

Ry3 \VIT

PENGESAIAN ANAK

Pusa! 35

(1) Setiap penstiwa penpesahan anak Jicatatkan pada Kantor
Catatan Sl

{:' v 1'encaiawii ;'*i‘-':-.n‘--i'u.--i-- anakh u;:'i_‘h.-;;_r'*.-;'-:w:llm d!l!!_‘!-;filid fl}'ﬂi { l;

nasel ind dilaksanakan pada saat pencatatan perhawinan orang
SR
BAB NN
VRCTA KFALATEAN
Vasal 16
(1) Sehiap  peristiwa kematian dicatathan pada hantor Catatan
Sipii Jenii silampin surat keweianpan Kenutian dan Desa

elurmban scteniyal | , 5
(2) Pencatatan hemanan sebagannana dunaksud avat (!) pasal i

ditecbitkan Ak F.ematian,

BAD AN
pENCATATAN PERUBAUAN/ GANTI NAMA
Pasal 37
(1) Sctiap  perisiina ra.'r'ahulr_;a_n nama yong felah mendapatkan
nenetuman putncan instanst vang  berwenang  berdasarkan

1 - : i i‘ i 14 3 LI =1 . =
eraluran  perundang-uiludligdi - yang berlak:n dicatatkan
! . =
pada Kantor Catxian Sipt!

2) Pencalatar pcn.:hainan [ ganli nama sebagaimana dimaksud
aval (1) ;ul:ﬁi i Jibuat  catatan PRI pad:i akla vang ber-
sangkutan.

BAB XXI ...
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BAB X\i |
PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN |

Hagan Portama

Data Kependudukan
'asal 3%

N1 ey i, P = 1 Nen g
(1) Duta Kependudukon merpakan Dokumen Pemerintah Daerah
vang harus dipelihara dan dilindungei
M TYat: - | I-
(2) Data Kependudohan  sebagar kumpulan  clemen data
terstruktur diperoleh dan hasil pendaftaran penduduk.

D sedud
Pelaporan
Pasal 39

(1) Lurah  wapb mclaporkan data hasil pendatiaran penduduk di
wilavahnva vaong disampakan kepada Camat sctiap ['riwulan.
(2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftarun penduduk  di

wilavahnva kepada Walikota setiap Trowulan,

BAb AN
TEMPAT DAN WARKTU PENGENAAN RETRIBUSI
oasal 10

(1) Sctiap penggunaan jasa pelavanan adnumstrast pendattaran
Jdan pencatatan vendudub dikenakan cetribasy

(2 Wahlu pengenman retribus dilaksanukan pada saatl memkmab
yusa peluy anan

BABXNIN

GOLONGAN RE RIBUSE AN AMWILAY AL PEMUNGUTAN
Pasal 41

(11 Retribusi Pengeantin Bave Cetak Karta Tanda Penduduk dan
i - 2h ‘g . e
Alte Catatan Sipl fcrmasuk aolonaan retntbust jJasa umum

(7 ,.L-L:“-!! oo vane ferutam dipuagut dewday sh Kota Magelang

BAB NNIV

DRINSIP DAN SASARAN PENENTAPAN TARIF
Pasal 42
Pansip  dan sasaran dolom penctapan  tarif didasarkan  pada

Lebyjahan  daeral Ladam memperhitungantan hava penvediaan
jasa, kemampuan masd arakat dan aspek keadilan,

BAB XXV .....
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BAB XNV
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF

Pasal 13

Besarnva tany Retribus enpoantan Biava Cetak Kartuo Tanda
I L'”ll“l-hlt. 'J:H'I ,'."'-,k'[fl alatan H””I serta iﬂ'\d"]i”iﬁ""ﬁi PCI]dH“ﬂ[ﬂH .

Cencatatan Uenduduk

a

h

TS

h.

tLl.

L

0,

ditetapkan sehagar benkut

Retribusi Nomor  Induk Kependudukan (NIK) dan NIKS,
scebhesan j{p L.500.00 (serbu fima ratus ull‘iﬂl”

Retribuse Kartu Keluarga (KK), sehesar Rp. 2.000,00  (dua
nbu tapiah),

tetnbust  Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI - sebesar
p3.000.00 (hga nbu rupiah).

Retntbust Karte Tanda Penduduk (K'TP) WNA sebesar
Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah ).

Retnbust Farta Idenitas Pendudubh (KARIP),  sebesar

Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah).
Rt‘“'ihll':i boarte [dentitas Ht:ljﬂ {I'L"\R”‘: ), sehesar Rp 3.000.00

(tiga nibu rapiah)

Retribust bartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT) sebesar
Rp.3.000.00 (tiga vibu mpaah).

Penggantian brava cetak  formulir  biodata.  scbesar
Rp 100000 seribu rpah)

Retribust Surat keterangan Kelahiran Penduduk WNIL sebesar
Rp 1.000.00 (scribo ruprah),

Retribus Surat Keterangan Kelahiran Penduduk WNA. sebesar
Rp, S.000,00 (o nibu cupiahn,

Retnbust Sural kelerangan f.ematian, scbesar Rp. 1.000,00
(sertbu rupal )

Retnbust Surat Keterangan Lali-Mati, sebesar Rp. 1.000.00
(senbu ruputh)

Retritbust  Sural  Kelerangan Pindah  alamat WNIL,  sebesar
Rp. 1 008,00 (sertbu ruptih).

Retnbust  Surai reterangun pmdale alamal WNA,  sebesar

Rp. 10 000,00 (sepuluh nbu rupiah)

Retribusi  Sural hetcrangan  Ganti Nama, schesar
”P’ 1S .(n Wy ) {HI“:I helas nbu nlplﬂh ).

Retnbusi Sural Keterangan Perubahan p—
Kewargancgaraan.  scbesar Rp. 13.000.00 (lima belas nibu

rupiiih )

q. Retribuss ... ..

— |

N

\/
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il wianccaiil

4. Retribusi Surnt Koetor

It snpan Pendall duduk Sementara
(SNEPS) sehey R ' ndaitarun Pen o

HYLO6O0,00 (scpuluh ribu rupiah).

, o eleimzon Fopendudukan  yang  lain,  scbesar
¢ i) i) |'|-|“'H Il-;-il-., i ”.H}:'}

r. NSurut
R
H‘ h E ¥ S 2 L & @
Urat - Keicraungan | dak Mampu udak  dikenakan  biaya
(Ciribusg
U eubuyy) Ak Leinhnnn selwsar

1) Akte Foelvhiran Bagy

a) Wil 1 Ay TR EARTITITRVY qun;h]h ribu I'll[l‘iﬂh)
by WNA “ D 20000 A0 ¢ Jye pnduh ribu ruprah)
:l r'ﬂn[': ?‘..L‘iui:uun :h}n.'llm:,r t"r"‘ln‘rl,"ri.' o 2D ."”-{HH-U-'{} ”:':p"h!h

b rumah)

SN Kebshi e Usdsmbat Pribumi - Bp 10.000.00 (sepuluh
nbi tupal )
St Rcinean Terlamibar W Rewnunan Kp {0 UKD AN)
CHep G aou caplan |

: i L : £ - N | i, + d v E i ¥ "y s & ' r
I 1111 A A VA O N i ) Reatiil .f.:h .‘JJIL““#'_:}Ta

) Wl Qi 10000 00 dsepmlub robin pramah)
By AN W 30 00 G0 (aa puleh eibe rupiah)

G Wi ibner ot seeat Ll (WiNg . Rp S000,00 (lnsa nibu
Ty

v Petrbina Akta Fenoakian Anak R eLatAti] §

. EBA Qo WU {(cham I‘.i.!l": ribin llli‘iﬂh}
i @ & @ = L i

o PN RP L)t Db tseraty g rtbu oipiath)

e ¥ . . - | ‘

; , ‘ "R ] -.1 P R = i
(< '“t"“'-: tillr.lif'-',.'l'.""-:':'l‘l'll :1!“4 bov, v W Sl

3 T
: AN . Gl ionam polah nha ramah)
oY . ,"I;llhrrt.lil A :'r+ ‘ il .rlr'..-l-:l'.t '_;: A | NCidli'y I“J“ I.Ulq“;t,

o ety Al Pregarctame Anak Adopm, schasacc:

% i M . ¥ i : - e

! 4 'ﬁLL.--:ll rE ";I':I 1L :---l":..l-z L'I“""I. .f\.‘.:‘li.-} -‘f

a) WNI R 5000000 dhima puluh ribu ripiah)

Iy YN Dr e 000G 00 {seratus ribu tepah )

Y, Lebiiv (0t { -~ U ) tanen .
W % ';I HT ~t3 (M) D J_'h:ﬂ:l E"{]'!;Jil it T“Hiﬂhl
s v NA . Rp FOHL OO G0 S sevaling tibw remal:)

L 1 etran chosg
v Retnbree Focte WO t

3 Abic Kernbar
ap) vl . g H L0t cscouluh gbu ruprah)
b: WNA @ Rp 20,600, 00 (dea pulub ribu rupiah)

2) Kuupan ... ..
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r‘ﬁ L s
2) hun*mn kedua dan seterusnva -
'}_'!‘ :::.N.I -~ Rp 10.000.00 (scpuluh ribu rupiah)
) WNA - Kp  20.000.00 (dua puluh nbu rltpiﬂhl

. 37 W b o
Zz. Retnbusi Akta in Untuk Kawin. sebhesar

e ] | .
i} ‘h.- o [{[. 2.O0U0.00 (luna nbu ruplﬂlll.
=) WHNA Rp 1000000 (sepuluh ribu rupiah)
aa. Kenbust Akta Perkawinan, sebesar -

1 YAkte Perkawinan -

a) WNI - Rp. 4000000 (cmpal plllull ribu rupiah )
b) WNA -~ Rp 10000000 (seratus ribu rupah)

2yRKutipan kedua dan sciciusnva .

a) WNI © Rp. 40.000.00 (empat puluh ribu rupiah)
b) WNA © Rp 20000000 (delapan pulub ribu ruptah)

bL. Retnbusy Akta Perceraian sebesar

| ) Able Percerman .

a) WNI - Rp. 30.000.00 (lhima pulub nbu rupah)
by WNA  : Rp 100.000,00 (seratus nbu rupiah)
2y Febah dan 1 (sain) bulun
a) WNI Rp.100.000.00 (seratus nbu rupiah)
hi WNA  : Rpl30.000.00 (seratus ima puluh nibu rupiah)

3y Rutinan kedun

a) WNI - Rp. 50.000,00 (hma puluh nbu rupiah)
hy WNA  : Rp 10000000 (scratus nbu rupiah)
ce Retnbus Catatan I"m;.;}_.l_lr. sehesar e
) WNI - Rp. 1000000 (sepuluh nbu rupiah)
) WNA ~ Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

dd. Retribusi Pelaporan, scbesar :
1) Pelaporan (WND) ... ....... = Rp 15000,00 (lima belas
ribu rupiah)

2)Lebih dari | (satu) tahun (WNI): Rp 30.000.00 (tiga puluh
ribu rupiah.

BADB XAVI
TATA CARA PEMBAY ARAN DAN PENYETORAN
Pasal 44
Pembavaran  retribust  dilakukan  ditempat  pelayanan

admunistrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk
(2} Pembavaran harus dilaksanaban secara tunar  Kontan.

(1)

(3) Pembavaran ... ..
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2()

1~ 3 . L —— ) ) : ) s . |
(3)  Pembavuyan retriby.s cehazsimann dimaksud pada pasal 43 |

Peraturan Dacrali 1 dibert tanda bukti pembavaran vang sah
(4)  Bentuk. 1si. kunlitas dan aburan tanda bub pembayaran

sebaciimana dimaksud avat (3) pasal ini ditetapkan oleh
Walikot |

F".‘l'-:ll 43

(1) Keterhumbatas peibat afan ictiibusi sebaguanana Jdimaksud
dalam pasal W Peraturan Dacrah i dikenzkun tumbahan
iy a adiminstine sebesar 2 %o (dua persEs ) -

(2) Bagr vang tdak mampe  dikecuahikan daiam pembayaran
reiribusi. schagaunana dimaksad  pusd 43 Perturan acrah
- o

() Svarat-svarat sehagammana dimaksud pada avat (2) l""“”‘] in
dratur lebily langui dengen Kepntusan Walikoda

Yasal 406
(1) Semna bast! peneinnann reinbusy sebagime=sna Jdimaksud pasal
34 avot o)) disetorkan ke Ko daeiah . |
(2) Dilsan Hal penseleran Jfehokan ditumpul laun Vang LIIHIH_]HL
mak 1 hasil penenmaan retrithusy haris disetor ke bas dacrah

colasaboi-lymbammva 1< 24 jmm atan dalam  waktu  vang
ditentukan olca Walikota,

BAB ANAH
PENGECUALIAN
Pasal 47

K ewntban Pendultaraii Pendudub doa meetmbXs Kartu Bukti Dhin

‘I."\'t : : IR iy I [ N et . I l :
l.-.— I"' B = L™ T

o L eliareuny:
Internasional beserta heluargunia

BAB NNV
KFETENTUAN PIDANA
Pasal 48

(1) Pelunugaran terhadap penyelenggaraan administras
Il'l’t-!‘llill"“" Jdan  pencatatan pendudeb dikesakan  pidana
Lurungan paling fama o tenam) bulan 2tau denda paling banyak

) B ’ | P h .

1ised il TOAED =i

# L} l,|
: ;tli.ul].il ) maddl i

(2) Tinduk pidana sebagmmana dimaksud pada avat (1) adalah

|’h.fii|ln_.',g:n ull

(3) Keterancan
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(3) l'\_":“‘mm!’-‘" Kependudiukan  maupun Akte  Catatan Sipil
Jdivatihan idak bogaku atas batal demn hukum apabila
diperoleh secara idak sah.

BAll ANIN
RETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal Y

(i) Peabal Pegaww  Newen Syl tertentu d unglkungan

Yemennion Kota Mapclang diben wowenany bhusus sehagm

penidih untuk mclakukan peavidikan tindak adonn werhadap
Perniuran Doserab ne

(2) Wewenang  penvdik sebagaimani dimaksud i‘::L!ﬂ avat (1)

pasal v adalab

a. Moncima, mencan, meagampulkan dan menchi Ketcrangan

atau laporan beikcnaan dengan tindak pdana di bidang

cerribiel acwr kercpmppan atau lapomn  tersebut menjady
lengrap dan jolas

b tdenein, mencart dan meneumpitikan beteranean meneendl

badan  hukum testaos Sebenaran

orans pobadr  atou
Jilakukan sehubungan dengan tindak

arinatan L0l
i S
icdana i paGung relivns

Meminta  beterangan dan bahan bukt dan orang pribadi

C. . ‘ |
atan hadan Aukum .iuhiiilnhg.;ih Goengat: hinoag Plﬂ:lnu A
hidanye retribus .

} _'?, .zt 'i'li' 1) l-__'[L’H,-'-”i 1. crtofnn=Colninn i_E:I" d*‘ikltmﬁﬂ-

ks AWAR T RGN i M =08

dekumen lam berkenaan dengan undak prdana di bidang

retribust
¢. Melakukan pencecledahan dniuk mendapatkan bahan bukn

Genciaten dan dobomen-dokimen lwn, serta
v

DR bl |
peis il terhadap bakan bub i tersebut -

el ok
VMeminta  vanluan leiiga THY? dglulrl wnehn pelaksanaan
penydikan tindak pidana di dang retribus -

tugas
s Mensurah  herheni melarang  seseormny menmyggalkan
" ruangan atai tempat pada saat pemerksaan  sedang

herlanesung dan  memenksa  wicnlitz:  orang  dan atau
I_‘Il_lk“”"_'.‘:i :i.;h-u{{!l!ﬂfﬂ'ﬂl dll"lluljw.u._'i r"ﬂtiﬁ i‘“ﬂlfﬂ"_

h  Memotret sescorang vang perkaitan dengzan tindak pidana
rCiriousi .

© Memanagil orang  ovawuk didengar  keteran va  dan
diperiksa schogai tersangka atau saks; - sann

. Mengheintihail peovidikan |
k. Melakukan
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" e it i, o
hukum s -i.':'IL ana i Ijldnng rctnbust menurut
Yang dupet dipertanggungjawabkan -

(3) Penyidik scbugaimiana  dimaksud pada avai 1) pasal Ini
Hlﬂl_nbemalmlrnn Tmulamya nenvidikan ri:-m menvampatkan
hasil Penvidizannva kepada Peauntut Umum, sesuai dengan
Ketentuan vang datur dalam Undange-undung Nomor 8 Tahun
Y81 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XX\
KETENTUAN PENUTUP
asSal O

Hal-hal vang belum diatur Jalam Peraturan Daerah inL sepanjang
mengenal teluus pelaksanaannya wiaiur lebidi lanjut oleh Walikota.

Pasal 3l

Dengan berlai-upva Peramran Dacrah ini. maka Peraturan Daerah

' ' -r 4 T: j O¢
Kotamadva Dacrah Tingkat [ Magelang Nomar - fahun 1993
tentang Kuartu Keluarga, Kartu landa Penduduk dan Perubahan
Dalam Pangka Pzlaksanaan Pendatiaran ’endudulk, dengan semua
perubahei ys divyatakan bdak berluku lug1.

Pasal 52

1 inndar berlaku pada tanggal dundangkan,

Peraluran acran
dapat wmengetubumya memerntahkan

Agar supaya setiap orang e -
' ' ' T | Jaer: nean  penempatannya
pengundangan Peraturan  !Jacrah um deng [ p _

sibar gah Koty Magelung
dulam | .enibarun Ducrai K }

Disahkan di Magelang
putlﬂ PRI 1,1[“_: 2007

WALIKOTA MAGELANG

N

H. FAHRIYANTO
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAI KOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK

KRARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

I PENJELASAN UNIIAL

Schagammana  dimablumi, pembangunan bidang rRependudukan
dewasa ini perlu lebih dinnelattar  dan  dikembangkan lagi scinng
dengan memmpkatnva volume keoistan pembangunan dan meninghkatnva
mobilitas  penduduk  vang  disehabkan  olch  semakin memingkatnya
kcbutuhan  masvarakal farena hal i berkatan erat dengan upava

memnekatian kKexepahicraan masyvaraiat

Bahwa dipertokan suslu Letmpaksanaun baru di bndang pendallaran
penduduk untuk menpvab tantaienn vang dihadapr  pada era  elobalisas
vakn dengan diterhith annva Peraduran Mestenn Dalam Negenn Nomor | A
Tahun 1995  ienmng  Penvelenggaraan Yendaltaran Penduduk  dalam
Kcruuui-...i Nialetn Lighon ididsd ivlaitdjoeingn r.upundudukun. “Eil ferschul
dimuin;;udk;m auut uillfl:il leDin  men)anin helanearan, kelertiban pt:nduilmuu
penduduk baik ditmjau dan asper. peneamanin, pelavanan, keseragaman.
kepastiun  Bukum maupinn Jdidboen penvagun adommas data Fependacdoban

dapat 0 rdava guna dan berhasil guna dalam

vang akurat uchingaa
i berbagar ndang

menunjang program pombangii

| ctentean Pasal 17 Keputusan Presiden Nomor
pendattazan Penduduk, maka pelaksanaan  Sistem
foependudukain di Dacrah  sepenuhnva  menjadi
b Pemenntah Dacrah

Sesrial dengan
32 Tahun 1977 tenteny
Informas: Manapemen
LU“cuui‘-gun dan anglungja

Hahwa Peraturdn aerah  Kotamadva Daerah  ‘lingkat |l
4 Tahua 1993 1cnlang Rartu Kcluarga, Kartu Tanda
Perubalian datam raneka  pelaksanaan  Pendafiaran
haneon keadaan dipandang  sudah  Gdak sesuai
itetaphan Peraiuran Dacrah vang baru.

Magclang Nomos
Penduduk  dan
l"f.'ﬂtlluhiki hATCT ;H‘I‘-:‘-L‘”‘-
lagi. maka periu dicabut dan d

I PENJFI ASAN
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1 PENJELASAN PASAL DEM] pASAT.

Pasal | Pasal 11 memuat pengertian istilah  vang
dipergunakan dalam Peraturan Daerah
Denpan adanva pengertian stilah - tersebul
dimahsudkan  untuk  mencegah  timbulnva
salah  taferr dan salah pengertian - dalam
memahanu dan melaksanakan  pasal-puasal
vang bersangkutan selungga  bmk  warga
masvarakat  maupun  aparatur  dalam
menjalankan hak dan kewapban dapat
berjalan dencan lancar Jdan dapat  dicapa
tertib  admimstras) pemungutan — Retnbus
Daerah

Pasal 2 s'd 11 avat (2) - Cuboup gelas

Pasal 1| avat(3 ) - Perpindahan penduduk vang mehiputi scluruh
anppola keluarga muka Kartu Keluarganya
dicabut.
Perpindahan penduduk vang hanva dokutr |
(satu)  atau  beberapa orang anggota
Leloareanva  moka  Kartu Keluarga lama
dicabut dan diterbithan Kartu Keluarga baru
vane dJdisesuakan dengan keadaan data vang
ada.

Pasal 12 sd 31 Cukup yelas.

Pasal 32 avat (1) -~ Penculatan percenman RHE melebiht juneka

| woktu 1 (satu) bulan sejuk tuneeal Keputusun

Pengadilan Negen vang  telah - mempunya
ek uatan hukum tetap dinvatakan terliimbat

Pasal 33 5d 42 - Cukup jelas

Akte Kelahiran Terlambat WNIE Keturunan
tetap  memerlukan  Keputusan  Pengadilan
Negeri sepanjang SCIL 'eraturan
pet andang-undangan  vang  mengaturnya
masth berlaku

Pasal 43 hurut

Yang dmnaksud  dengan  pengesahan  anak

urul w
b adalah . pengesahan anak vang lalne sebelum
Lawmn kemudan disahhan dalam perboawinan
| ¢ vaneg dimuaksud  dengan belum  memenuln
wrul z .

ovarat kawimn adalah vang belum  berusia,
<ehagal benkut -

1 [aki-laki* 21 tahun

2 Wanita 19 tahun

iiiii
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[ =

hurul” cc Yong dicinks —

dng dimaksud  dengan  catatan  pinggir
adalah catatan vang dilakukan pada akte
vitatan sipll akibat tenpadh mutasy brodata
vang bersangkutan.

Pasal 44

Pasal 45 avat (2)

Cukup jelas

j .

Pemohon  vang merasa  keberatan dapal
menvaukan permohonan Keringanan  sesua
denvan ketentuan vang berlaku,

as:l - 3. e : ‘ :
Pasal 18 aval (3) Yang dimaksud tidak sah adalah meliputi

dokumen. persaksian dan hal-hal lmn vang
mengdi persvaratan untuk memperoleh KTP
maupun Akte Catatan Sipil tersebut

]‘ ¥ L} ¥ I -1 b .
Pasal 49 s'd 52 Cukup jelas

Scanned by TapScanner



